TAHUN 2015

NOMOR 1

Menimbang

Mengingat

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan

pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber
informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi
dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya
Daerah;

b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan

meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung
dengan  keberadaan = perpustakaan, sebagai wahana
pembelajaran sepanjang hayat;

. bahwa untuk membudayakan kegemaran membaca dan
meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  Kabupaten Bekasi tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan;

Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4774);
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor );

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam
Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5305);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2014 Nomor 9).

3



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Menetapkan :

dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
Bupati adalah Bupati Bekasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten
Bekasi.

Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.

Organisasi Perangkat Daerah Arsip dan Perpustakaan Daerah
adalah Organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi menyelenggarakan Kearsipan dan
Perpustakaan.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan
sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.

Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang
digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan
pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang
melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis
perpustakaan di Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada
kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak
dengan membawa bahan perpustakaan baik cetak maupun non
cetak untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat
lainnya yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan
menetap.

Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang
merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan
berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung
tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di
sekolah /madrasah.

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang
merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat
sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan
pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya
cetak dan/atau karya rekam.

Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha
nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam
meningkatkan  minat baca  secara @ terintegrasi dan
berkesinambungan.

Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi
milik perpustakaan di Kabupaten Bekasi dalam bentuk karya
tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau
tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun
di luar negeri.

Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai
media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah,
dan dilayankan kepada masyarakat.

Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk
bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau
sebaliknya.

Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak
dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang
berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur
paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai
penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu
pengetahuan.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan
kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab
untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan,
kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan
fasilitas layanan perpustakaan.

Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan
memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap
dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi

atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun
digital.



